
WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Pasal 330 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Walikota menetapkan Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketaatan dan 
ketertiban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Dumai perlu disusun Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, 
Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem 
Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Dumai tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor  50, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 66,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor  28 Tahun 2009  tentang Pajak  Daerah  
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun 2004 tentang  
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  
Tahun 2007  tentang Perubahan Ketiga  atas Peraturan  
Pemerintah  Nomor 24  Tahun 2004  tentang  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran  
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005  
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun2005  Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005  
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014  Nomor  92,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 5533);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kelima  Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 
tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Padfa 
Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;



28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai 
Tahun 2007 Nomor 2 Seri D) sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 
Nomor 2 seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Dumai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Dumai. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah 

Kota Dumai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah.



14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat  BUD adalah 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkungan Pemerintah 
Kota Dumai yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah Kota Dumai.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah.

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada satuan kerja SKPD yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan  dan  
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

23. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional  yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan  
daerah dalam  rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

24. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan  
uang yang bersumber  dari transaksi PPKD. 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam  rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu  adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

27. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan  
dan  mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi 
PPKD.

28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

29. Rekening Kas Umum Daerah  adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.



32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih.

33. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah.

35. Defisit Anggaran Daerah  adalah selisih  kurang  antara  
pendapatan daerah dan belanja daerah.

36. Pembiayaan  Daerah  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu  
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran.

38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
SKPD Kota Dumai serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD.

39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan 
anggaran SKPD selaku BUD.

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh pengguna anggaran SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah.

41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum 
Daerah.

42. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

43. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian  atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

44. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

45. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

46. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas 
sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah  
Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 

47. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial.



48. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD, baik yang 
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 

49. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang 
meliputi bahan baku, setengah jadi, barang jadi/peralatan yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. 

50. PekerjaanKonstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud 
fisik lainnya.

51. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian professional dalam   
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa  
pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam 
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk  
piranti lunak yang disususn secara sistematis berdasarkan 
kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. 

52. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan  tertentu 
yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain 
Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan 
pengadaan Barang.

53. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah 
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi 
dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan 
persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna 
barang/jasa atau panitia pejabat pengadaan. 

54. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD 
sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain 
dan/atau kelompok masyarakat.

55. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

56. Surat Penyediaan Dana  yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk  
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 
Pembayaran. 

57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk   
mengajukan permintaan pembayaran. 

58. SPP Uang Persediaaan yang  selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung.

59. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung.

60. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan 
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.



61. SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau 
bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK. 

62. SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang 
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan 
tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan 
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu.

63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

64. SPM  Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat  SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan  sebagai  
uang  persediaan  untuk  mendanai kegiatan.

65. SPM  Ganti Uang Persediaan  yang selanjutnya disingkat  SPM-GU 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang 
persediaan yang telah dibelanjakan. 

66. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna  
Anggaran/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya 
melebihi dari jumlah batas  pagu  uang  persediaan  yang  telah  
ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan.

67. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

68. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana  
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

69. SPP/SPM/SP2D Nihil adalah dokumen yang berisikan pertanggung 
jawaban atas penggunaan Uang Persediaan (UP).

70. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang 
selanjutnya disingkat SPJ pendapatan adalah dokumen yang 
dibuat oleh bendahara penerimaan sebagai pertanggungjawaban 
atas penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah. 

71. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang 
selanjutnya disingkat SPJ Belanja adalah dokumen yang dibuat 
oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas 
penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambah 
uang persediaan. 

72. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran.



73. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun 
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 
berikutnya.

74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah SKPD/satuan kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah  
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang  dijual  
tanpa mengutamakan mencari keuntungan  dan  dalam melakukan   
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

75. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri 
atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang  
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada  
BLUD yang bersangkutan. 

76. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-
BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  
dan  mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

77. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

78. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat 
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah 
ada. 

79. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk 
melaksanakan pengadaan langsung.

80. 79.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA 
yang bertugas  memeriksa  dan menerima hasil pekerjaan. 

81. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ 
pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

82. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
PPK/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ULP (procurement 
unit)/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan   
tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

83. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa.

84. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. 

85. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ 
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang 
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang  memenuhi syarat. 

86. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia 
barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia 
barang/jasa.

87. 86.Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung 
kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui Pelelangan/seleksi/ 
penunjukkan langsung.



88. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan 
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat 
(unconditional) yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia 
barang/jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya 
kewajiban penyedia barang/jasa. 

89. Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah 
Patokan harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang standar dan ditetapkan oleh 
Walikota.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 2

(1) Setiap Pengguna Anggaran/KPA, bendahara penerimaan/ 
pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai   
uang/barang/kekayaan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana berpedoman pada sistem 
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pertanggungjawaban APBD diatur dalam Peraturan Walikota 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

(3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Lampiran I : Sistem dan Prosedur Penyusunan, Pembahasan 

dan Penetapan APBD;
b. Lampiran II : Sistem dan Prosedur Penyusunan dan 

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. Lampiran III : Sistem dan Prosedur Penyusunan Perubahan 

APBD;
d. Lampiran IV : Sistem dan Prosedur Penatausahaan Daerah 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
e. Lampiran V  : Kode Rekening; dan
f. Lampiran VI : Pedoman Penunjukan Pengelola Keuangan 

Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor  
Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Walikota lainnya yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD melakukan fasilitasi 
pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana maksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, 
supervisi dan Bimbingan Teknis atas Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai. 

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

                          dto

                SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 27 SERI E


